BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka

penulis menyimpulkan bahwa :

1.

Tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Kamuning dalam
menghadapi masalah ketidaktersediaan air bagi konsumen hanya berupa
upaya untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan pengawasan internal
yang dilakukan secara berkala maupun pengawasan apabila terjadi
indikasi pencemaran, dan berupaya untuk membuat program konservasi
untuk dapat mempertahankan mutu air, namun tidak terdapat
pertanggungjawaban ganti rugi secara langsung kepada konsumen
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan Perumda Tirta Kamuning
konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari Perumda Tirta
Kamuning melalui jalur hukum maupun non-hukum. Melalui jalur hukum
maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban melalui peradilan
umum dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi.
Melalui  jalur non-hukum maka konsumen dapat meminta
pertanggungjawaban Perumda Tirta Kamuning secara langsung atau

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis

memberikan saran yaitu :

1.

Perumda Tirta Kamuning disarankan untuk lebih meningkatkan kembali
pelayanan mereka dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
pelayanan air bagi konsumen agar dapat sesuai dengan standar yang telah
diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila ketidaktersediaan air terjadi dan dirasa merugikan konsumen
maka berdasarkan Pasal 8 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang
untuk tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang
merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Perumda Tirta
Kamuning sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UUPK. Namun apabila
permohonan ganti rugi secara langsung kepada Perumda Tirta Kamuning
tidak digubris, maka konsumen disarankan untuk meminta
pertanggungjawaban menggunakan jalur hukum atau non-hukum melalui

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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